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APBD 2023 Fokus Penanganan Banjir dan

KETUADPRDDKI Jakarta Pra-
setyo Edi Marsudi mengingat-
kan jajarannya terkait Anggar -
an Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2023 harus fo-

nanbanjir

hingga antisipasi resesi. DPRD
DKI bersama Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD)
Pemprov DKI diketahui mulai
membahas Kebijakan Umum
Anggaran dan Plafon Prioritas
Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) APBD 2023 pada 31 Ok-
tober hingga 3 November 2022,
“Kepada jajaran DPRD DKI
Jakarta, saya telah mengingat-
kan bahwa setiap anggaran ke-
giatanpemerintahtahundepan
harus fokus menuntaskan dua
masalah besar Jakarta, yakni
banjir dan kemacetan. Kemu-
dian pemulihan ekonomi serta
antisipasi menghadapi resesi.
Tidak ada lagi program kerja
khayalan, semua harus tepat
sasaran sesual dengan kajian,
inventarisir kebutuhan, hingga
kondisi di lapangan” kata
Pras—sapaan akrab Prasetyo
Pras mengatakan, ada pe-
ningkatan sejumlah proyeksi
pendapatan. Hal itu membuat
TAPD DKI mengusulkan ang-
garan Rp85,57 triliun kepada
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD DKI. “Secara garis besar
terjadi peningkatan sejumlah
proyeksi pendapatan sehingga

Kemacetan
besarankebijakanumumAPBD Dia berharap seluruh wali
tahun 2023 yang diusulkan  kotadan bupati membuat tero-
kepada Badan Anggaran DPRD  bosan baru yang dapat merea
DKI mencapai Rp85,5 triliun,”  lisasikan target penyurutan ge-
ucapnya. nangan airmaksimal 6 jam, me-

Lebih lanjut, politikus PDI
Perjuangan ini berharap kerja
DPRD dan Pemprov DKI dapat
membuahkan hasil dan ber-
manfaat bagi masyarakat Ja-
karta. "Semoga sinergi kerja-
kerja DPRD dan Pemprov DKI
Jakarta ini membuahkan hasil
yang bermanfaat dandirasakan
dampak baiknya bagi semua
masyarakat Jakarta. Aamiin
yarabbalalamin,” ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta men-
jadikanpenanggulanganbanjir,
penuntasan kemacetan, dan
antisipasi resesi ekonomi di -
prioritaskan dalam KUA-PPAS
APBD Tahun 2023, Rincianang-
garan penanggulangan banjir
Rp1,29 triliun, penanganan ke -
macetan Rp625 miliar, kemu -
dian antisipasi resesi ekonomi
Rp120 miliar.

Wakil Ketua Banggar DPRD
DKI Jakarta Khoirudin menilai
postur tersebut belum mampu
mengeksekusi dengan baik tiga
program prioritasyangdiusung
tahun2023. "Keseriusandilihat
dari anggaran. Kesan copy pas-
temasihada. Perludiimbaupafa
walikotaagarjanganragumem -
buat terobosan untuk menyele -
saikan permasalahan secara
permanen,” ujar Khoirudin.

lebarkan ruas jalan yang se-
banding dengan pertumbuhan
kendaraan, serta meningkat-
kan pelatihan kepada pelaku
usaha mikro kecil menengah
(UMKM) untuk menekan ang-
ka pengangguran. "Harapan-

nya, keluhan masyarakat ter -

hadap banjir tidak sekencang
hari ini. Lalu, mengadakan pe-
latihan yang bukan hanya se-
remonial, tapi juga tidak di-

pikirkan tindak lanjut setelah -

nya. Ituyangkitasayangkanha-
rus kita kawal dari awal peren-
canaan sampai betul-betul
mereka bisa berusaha sendiri,”

ucapnya.

Sebelumnya TAPD Pemprov
DKI mengusulkan rancangan
KUA-PPAS APBD Tahun Ang-
garan 2023 sebesar Rp85,57
triliun kepada Banggar DPRD
DKl Jakarta. Ketua TAPD Pro-
vinsi DKl Jakarta Marullah Ma-
tali menekankan, pthaknya te-
lahmelakukankajian, pertemu-

an dengan beberapa kemente -

rian terkait, inventarisasi kebu-
tuhan, hingga kunjungan lapa-
ngan. laberharapkegiatanyang
diusulkan tahun depan tepat
sasaran.

“Kami telah melakukan in-
ventarisasi kegiatan manayang

perluditebalkandanditambah -
kan, untuk bahan saat pemba-
hasan dengan DPRD. Kegiatan
tersebut antara lain penangan-
an banjir, kemacetan, dan tata
kelola lingkungan, termasuk
program Bedah Kampung,"
kata Marullah,

Dalam usulan TAPD proyek-
sikan pendapatan sepanjang
2023 sebesar Rp77,44 triliun.
Dengan rincian mulai dari pen-
dapatan asli daerah (PAD)
Rp57,23 triliun, pendapatan
transfer Rp16,93 triliun, lain-
lain pendapatan daerah yang
sah Rp3,27 triliun. Penerimaan
pembiayaan sebesar Rp8,12tri-
liun yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan anggaran (Silpa)
tahun sebelumnya Rp6,70 tri-
liun, dan penerimaan pinjaman
daerah Rp1,42 triliun.

Sedangkan postur belanja
dengan nilai Rp77,37 triliun
yang diproyeksikan untuk be -
lanja operasi Rp63,17 triliun,
belanja modal Rp10,64 triliun,
belanja tidak terduga (BTT)
Rp3,19 triliun, dan belanja
transfer Rp356,44 miliar. Pe-
ngeluaran pembiayaan sebesar
Rp8,19 triliun yang terdiri atas
penyertaan modal daerah
(PMD) Rp6,23 triliun, pembia-
yaan cicilan pokok utang yang
jatuh tempoRp1,78 triliun,dan
pemberian pinjaman daerah
Rp176 miliar.
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